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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pengaturan hukum pidana penculikan anak di Indonesia terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 330 KUHP mengatur tentang menarik anak di bawah umur dari kekuasaan orang tuanya, sementara Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih spesifik mengatur penculikan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda
Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penculikan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Sim adalah pelaku dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 
Pertimbangan  hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim adalah semua unsur  Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.
Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan  hal-hal sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian yang jelas terkait dengan tindak pidana penculikan anak, namun pada penjelasan pasal yang mengatur tentang tindak pidana penculikan tersebut dalam penjelasan pasalnya dicantumkan “cukup jelas” sehingga perlu adanya penafsiran lebih terhadap pasal tersebut. Selain itu, terdapat penggunaan beberapa frasa yang menimbulkan terjadinya ketidakjelasan unsur pasal sehingga beberapa frasa tersebut perlu dilakukan revisi.

Pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana penculikan anak harus mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus membedakan subyek pelaku tindak pidana penculikan anak yakni pelaku dewasa dan anak khususnya mengenai sanksi pidananya.  

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tindak pidana penculikan anak agar berpedoman pada kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim harus melihat unsur-unsur tindak pidana sesuai undang-undang, terutama UU Perlindungan Anak dan KUHP. Secara filosofis, hakim harus mempertimbangkan tujuan hukum pidana anak yang mengedepankan rehabilitasi, perlindungan, dan pembinaan demi tumbuh kembang optimal anak. Sementara itu, secara sosiologis, hakim wajib menelaah lingkungan sosial, psikologis, dan keluarga anak, termasuk motif kejahatan pelaku dan kondisi pelaku
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